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DPR Sepakat Perkuat Peran KY

Rapat Paripurna Se’cu;ui RUU Jabatan Hakim

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyatr
(DPR) sepakat memperkuat peran Komisi
Yudisial (KY) terutama dalam penentuan

jabatan hakim:.

Langkahitudibuktikan dengan
disetujuinya pembahasan Ran-
cangan Undang-Undang (RUU)
tentang Jabatan Hakim dalam
Rapat Paripurna DPRkemarin,

RapatParipurnamenyetujui
laporan Komisi ITI DPR perihal
RUU inisiatif DPR itu untuk
dibahas lebih lanjut dengan pe-
merintah. Dalam RUU yang
telah melalui proses harmoni-
sasi di Badan Legislasi (Baleg)

DPR itu, di antara poin pen-

tingnya adalah upaya memper-
kuat peran KY dalam penen-
tuan jabatan hakim. “Melalui
Rapat Pleno Komisi IIl DPR pa-
da19 September 2016, naskah
akademik dan’ draf RUU Ja-
batan Hakim hasil harmonisasi
BalegDPRdisetujuisebagaidraf

RUU yang . akan dilakukan

proses pembahasanlebihlanjut
dengan pemerintah,” tandas
Wakil Ketua Komisi Il DPR
Trimedya Panjaitan saat me-
nyampaikan laporan Komisi I11
DPR dalam Rapat Paripurna
DPR di Gedung DPR, Jakarta,
kemarin. =

Trimedya menyatakan, Ko-
misi IIT DPR menerima sepe-
nuhnya hasil kajian Penghar-
monisasian, Pembulatan, dan
Pemantapan Konsep RUU ten-
tang Jabatan Hakim oleh Baleg
DPR pada 5 September 2016.

*"Hal-hal krusial yang diatur di

dalam pembentukan RUU ten-
tang Jabatan Hakim pasca-
harmonisasi oleh Baleg DPR
antara Iam menanbahkan KY

sebagai lembaga yang akanbex-
sama-samadenganMahKamah
Agung (MA) melakukan uji
kompetensi dan kelayakan ser-
tamenentukanlulusatau tidak-
nyacalonhakimtinggi(Pasal 27
ayat 2 hurufb),” paparnya.
Kemudian, pada Pasal 40
dyat6jugaditambahkan KYun-
tuk bersama-sama MA mem-
bentuk tim promosi hakim Per-

tama. SelanjutnyapadaPasal41 -

ayat 3 ditambahkan bahwa KY

bersama-sama MA memben- -
tuk tim mutasi hakim Pertama.”

"Poin krusial lain adalah me-
nambahkan Komisi Yudisial
untuk bersama-sama Mahka-
mah Agung melakukan pembi-
naan hakim tinggi, itu ditam-
bahkan dalam Pasal 42 ayat 2,”
ungkapnya.

Selain penguatan KY, dalam
draf RUU Jabatan Hakim juga

menambahkanhakimmiliterdi =

dalam ruang lingkup jabatan
hakim. Kemudian poin penting

* lainnya, lanjut Trimedya, ada-

lahmenguba.h pengatuvanpenf
delegasian mengenai kode etik
dan pedoman perilaku hakim

dariyangsemuladiaturoleh KY *

dan MA menjadi diatur dalam

peraturan pemerintah (PP).

"Menambahkan KY
sebagailembaga
yang akanber-
sama-samadengan

* MahkamahAgung

(MA)melakukan
ujikompetensidan
kelayakenserta
menentukanhilus -

atautzdtzknya;aian‘

hakimtinggi.”

TRIMEDYA PANJAITAN

Wakil Ketua Komisi il DPR

Sépertidjketahu‘i', Komisin ;
DPR telah menyepakati meng- -

ajukanRUU Jabatan Hakim un-
tukmenjadi RUU inisiatif DPR.

Melalui berbagai kegiatan dis- -

kusi dan rangkaian penyusun-
an di Badan Keahlian Dewan
(BKD) DPR dan telah dipresen-
tasikandiKomisilllpada26 De-
sember 2015 dan 10 Februari
20186, selanjutnya Naskah Aka-
demis (NA) dandraf RUU ten-
tang Jabatan Hakim disampai-
kan kepada Baleg untuk dilaku-
kan Pengharmonisasian, Pem-
bulatan, dan Pemantapan Kon-
sep RUU Jabatan Hakim seba-
gaimana diatur dalam keten-
tuan Pasal46 ayat (2) UU No

12/2011 tentang Pembentuk- -

an™ Peraturan - Perundang-

. undangan :serta ketentuan

Pasal 105ayat(1) hurufcUUNo

_17/2014 tentang Majelis Per-

musyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Per-
wakilan Daerah, ‘dan Dewan

Pgrwa]dla;x Rakyat Daerah (UU

MD3) juncto- Pasal 65 huruf ¢
Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat tentang Tata Tertib
Setelah mendengarkan la-
poran Komisi[ITDPR, Wakil Ke-
tuaDPR Agus Hermanto selaku

pimpinan sidang memminta per-,..

setujuan yang kemudian dise-
tujui. "Dengan persetujuan ini,
RUU Jabatan Hakim menjadi
RUU inisiatif DPR untuk ke-
mudiandibahasbersamapeme-
rintah,” tandasnya.

Ketua Eksekutif Indonesia
Human Rights Committée for
Social Justice (IHCS) Ridwan

Darmawan menilai positif jika“

penguatan KY nantinya lolos
dalampembahasan RUU Jabat-

an Hakim yang akan dibahas

DPR dan pemerintah. Menurut
dia, untuk melakukan pembe-
nahaninstitusi hukum dan me-
ningkatkan kualitas hakim, UU
itunantinyatak cukuphanyase-
bagai payung hukiim yang me-

lindungi hakim sebagai pejabat .

negara.

. Tetapi, juga sekaligus bisa
menjadi payung hukum dalam"
halpengawasan danperiegakan
kode etik. "Dengan pelibatan
KY dalam beberapa hal krusial
sebagaimana tercantum dalam

..drafRUU Jabatan Hakirsi, hiakd

diharapkan nanti bisa menj
kan MA dan KY lebih bersi-
nergikataRidwan.  * 2

Ridwankemudian mencon-
tohkan, dengan menambahkan
KY sebagai lembaga yang akan
bersama-sama dengan MA me-
lakukan uji kompétensi dan ke-
layakan serta menentukan lu-/
lus atau mdaknya calon baklmj
tinggi.

Menurut dia, jika klausul’
pasal itu nantinya lolos maka
akanmemperkuat sistem peng-
angkatan hakim tinggi."Danke " -
depan itu tidak hanya menjadi
ranahnya MA saja, sehingga
diharapkandengankeberadaan
KY kualitas hakim tinggijuga. .
lebihbaik,"paparnya. ¢
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